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ABSTRAKSI 

 

Nama   : Muhammad Wahyu Syafitri 

NIM   : 201710110311158 

 Judul : IMPLEMENTASI PERLAKUAN KHUSUS BAGI 

PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KOTA 

MALANG MELALUI PASAL 95 PERATURAN DAERAH 

KOTA MALANG NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG 

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG 

DISABILITAS (Studi di Rumah Ibadah Islam Kota Malang).  

Pembimbing  : Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum 

 

  Fitria Esfandiari, S.H., M.H. 

 

Kebebasan berpikir, berasa, dan berkarsa merupakan hakikat eksistensi 

manusia serta pendorong majunya kehidupan. Namun, apabila kebebasan tersebut 

tidak dibatasi, dapat mengganggu keseimbangan kemajuan kehidupan. Oleh karena itu, 

keberadaan hukum sangat penting dalam masyarakat. Fungsi hukum ialah mengawal 

jalannya pencapaian tujuan dengan terstruktur, mencegah terjadinya penyimpangan. 

Pada tahun 2016 disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang 

penyandang cacat. Di dalam UU ini lebih lengkap lagi mengatur terkait penyandang 

disabilitas yang ditinjau dari berbagai aspek sosial.  Sebelum undang-undang No. 08 

tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikeluarkan, beberapa kota dan daerah 

telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai disabilitas. Salah satunya adalah 

Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan 

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Di dalamnya, terdapat pengaturan mengenai 

perlindungan dan pemberdayaan dalam bidang pendidikan, kesenian, keagamaan, dan 

lain sebagainya. Dalam pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2014 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, diatur mengenai 

aksesibilitas berupa fasilitas khusus pada sarana peribadatan. Ketentuan yang terdapat 

dalam pasal tersebut adalah pengakuan dan hak-hak wajib diperoleh oleh para 

penyandang disabilitas dalam aspek keagamaan di Kota Malang. 

 

Kata kunci : Implementasi, Penyandang Disabilitas, Pemenuhan Hak.  
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ABSTRACT 

 

Name   : Muhammad Wahyu Syafitri 

NIM   : 201710110311158 

 Tittle : IMPLEMENTATION OF SPECIAL TREATMENT 

PROVISIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES BY THE 

MALANG CITY GOVERNMENT THROUGH ARTICLE 95 OF 

MALANG CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 02 OF 

2014 CONCERNING PROTECTION AND EMPOWERMENT 

OF PERSONS WITH DISABILITIES (Studies in Islamic Houses 

of Worship in Malang City). 

Adviser  : Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum 

 

  Fitria Esfandiari, S.H., M.H. 

 

Freedom of thought, feeling and initiative is the essence of human existence 

and the driving force for the progress of life. However, if this freedom is not limited, it 

can disrupt the balance of life's progress. Therefore, the existence of law is very 

important in society. The function of law is to supervise the achievement of goals in a 

structured manner, preventing deviations. 

In 2016 Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities as a 

replacement for Law no. 4 of 1997 concerning people with disabilities. This law 

regulates people with disabilities in more complete detail from various social aspects. 

Before law no. 08 of 2016 concerning Persons with Disabilities was issued, several 

cities and regions already have regulations governing disabilities. One of them is 

Malang City Regional Regulation no. 2 of 2014 concerning Protection and 

Empowerment of Persons with Disabilities. In it, there are regulations regarding 

protection and empowerment in the fields of education, arts, religion, and so on. In 

article 95 of Malang City Regional Regulation no. 2 of 2014 concerning the Protection 

and Empowerment of Persons with Disabilities, regulates accessibility in the form of 

special facilities in places of worship. The provisions contained in this article are 

recognition and rights that must be obtained by persons with disabilities in religious 

aspects in Malang City. 

 

Keywords : Implementation, Persons with Disabilities, Fulfillment of Rights.  



 

ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmaniraahim. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah 

SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul: “IMPLEMENTASI KETENTUAN PERLAKUAN 

KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KOTA 

MALANG MELALUI PASAL 95 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN 

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Rumah Ibadah 

Islam Kota Malang)” dapat berjalan dengan lancar dan dapat saya selesaikan sebaik-

baiknya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat 

untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

Harapan saya dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya, 

masyarakat, dan pihak-pihak yang membaca skripsi saya. Saya menyadari bahwa 

penulisan skripsi saya jauh dari kata sempurna atas suatu keterbatasan pengetahuan 

maupun kemampuan yang saya miliki, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada 

kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat izinkan saya 

untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pihak yang telah 

memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:  

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas 

Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk 
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